
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2AIL

TENTANG

PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULALIAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 3 Tahun 2oo5

tentang Perubahan Undang-Ltrndang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang,

Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan daerah

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada

Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (DPRD) berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

arrggarar. berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksarlaari APBD sebagaimana

dimaksud huruf a perlu d,itetapkan dengan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2OIO;

Mengingat .....

b.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara RI

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui daiam

Urrdang-undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara

( Lembaran Negara RI Tahun 2OO2 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor a183); darr undang-Undang Nomor

15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro d.i Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran

Negara RI Tahun 2OO7 Nomor 17, Tarnbahan Lembaran Negara

RI Nomor a69ll;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun i985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 33 12), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

(Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Nega-fa R[ Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2ool tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(l,embaran Negara RI Tahun 2OOl Nomor 4L, Tambahan

Lembaran Negara R[ Nomor  O90);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO+ tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tenfang Pemeriksanaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (kmbaran

Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara

RI Nomor aa0Ol;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Undang .....



8.

9.

10.

t2.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI

Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor aa2l);

Undang-Und.ang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OA4 Nomor I25,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OO8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor a8afl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah h-rsat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor aa38l;

1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OO9 Nomor

130; Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembatran Negara RI Tahun

2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor SBfl;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Raky'at Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah dengal Perat'uran Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2005 tentang Penrbahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaran



(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 45aO\

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta-hun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l.,embaran Negara

RI Nomor aSA\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2OO5

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjamal

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a57al;

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor L37,

Tambqhan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OO5

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OO5 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomot 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a578);

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(L,embaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor a585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daera-h (Lembaran Negara RI Tahun 2OO5 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor a6lfl;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

dimbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2QOT tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentalg Pedoman Pengelolaan

Keuangarr Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

2L Tahun ?o11 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OO9

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan El,elanja

Daerah Tahun Anggaran 2OLO;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5

Tahun 2oo9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepular.ran Sangihe

Tahun 2OO9 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9

Tahun 2OO9 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OlO (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1O

Tahun 2OO9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2o1O

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2O1O

Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1

Tahun 2OtO tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaart

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun Anggaral 2OO9 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OLO Nomor 1) '

Dengan



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KAE}UPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN

2010.

BAB I
KETENTUAN UMTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintatr Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluasluasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Perangkat Daerah adalah u.nsur pembantu Kepala Daerah dalam

Penyelenga-raan pemerintahan daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan r{aerah, Dinas

daerah dan Lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
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10. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah

daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yarrg perlu

dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup

delisit atau mema.nfaatkan surplus Erngaran;

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan

untuk membiayai kegiatan umum pemerintahan;

Piutang adala} tagihan-tagihan kepada peroraxgan atau

organisasi y"ng timbul dari penjualan barang atau jasa secara

kredit;

Persediaan adalah merupakan aset lancar dalam bentuk barang

atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sangihe, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual d'art/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalty, atau

manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/at-au

dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat social

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah

maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

Aset Tetap adatrah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

Konstruksi Dalam Pengedaan adalah suatu entitas akuntansi

yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai

dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan/atau

masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik

pelaksanaan pembangunalnya dilakukan secara swakelola, atau

oleh pihak ketiga;

14.

11.

12,

13.

16.

t7.

15.

18. Kewajiban



1g. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannva mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi Pemerintah.

BAB II
LIIFORAN TEUANGAIT

Bagian Kesatu

Jenis Laporan Keuangan

Pasal 2

(1) Pertanggungiawaban APBD berupa laporan keuangan memuat:

a. LaPoran Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Lapotan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas LaPoran Keuangan.

(2\ Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah'

Bagian Kedua

Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana climaksud dalam Pasal 2

huruf a Tahun Anggaran 20 i0 sebagai berikut :

a.. Pendapatan Rp. 491'100'642'786'89

b. Belanja RP. 471'581'623'861,00

Surplus/defisit Rp. 19"519'O 78'925'89

c. PembiaYaan

- Penerimaan RP' 5'583'917'068,31

- Pengeluaran RP. 747 '58.3'7l9,OO

Surplus/defisit Rp' 4'836'333'349,31

Fasal



Pasal 4

Laporan realisasi a11gga1arL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 1o.4o2.a54.119,11 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 5O 1 . 503. 496. 9 06, O0

b. Realisasi Rp.49I .lOO .642.7 86,89

Rp. 10.402.854.119,11

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. 33.5O7.9O7.647,31 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahal Rp.5O5.088.931.508,31

b. Realisasi Rp.47 1.?8 1 .623.86 1,O0

Rp. 33.507.307.647,31

(3) Setisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp. 23.104.453.528,2o dengan rincian sebagai berikut:

Selisih lebih I (kurang)

Selisih lebih / (kurang)

a. Surplus/defisit Perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

setelah perubahan

tr. Realisasi

Selisih lebih / (kurang)

Rp. (3.585.434.602,31,1

Rp. 19.5i9.018.925,89

Rp. 23 .lO4 .453 .528 ,2O

Rp. 5.574.146.O76,3I

Rp. 5.583.917.068,31

Rp. ( 9 .77O.992,OO)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp. ( g.77O.gg2,OOl dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejurnlah (Rp.1 .24t.127.755,A0) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 1.988.711.474,04

setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 747.583.719,00

Rp. ( t.241.127 "7 55,OOl

(6). Selisih................

Selisih lebih/ (kurang)



(6) Selisih alrggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlalt

Rp. 18.843.129.492.60 dengan rincian sebagai berikut':

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp. 3.585.43 4.602,3L

Rp. 4.836.333.349,31

Rp. (1.250.898.747,OO)

Bagian Keempat

[eraca

ksal 5

Neraca

per 31

sebagaimana dimaksud

Desember Tahun 2OLO sebagai

Jumlah Aset

Jumlah Kewajiban

Jumlah Ekuitas dana

Rp. 887.53 1.O3O.265,94

Rp. 2.947.826.961,8O

Rp. 884.583.2O3.3O4,14

pada pasal 2

berikut :

huruf b

a.

b.

C.

Bagian Keempat

Laporan Anrs l(as

Pasal 6

Laporan arus kas sebagairnana dimaksud pada pasal 2 huruf c

untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember

tahuil 2010 sebagai berikut :

a. Saldo awal per 1 Januari 2OlO Rp. 8.428.479.417,31

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.141.939.749.919,89

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp.(L22.a2O,73O.994,00)

Aset non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (644.583.719,OO)

e. Anrs kas dari aktivitas non anggaranRp. (2.417.667.754,OO1

f. Saldo akhir per 31 Januari 2OlO Rp. 25.122.733.530,20
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Bagian Kelima

Cateten atas LaPoran Keuangan

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

pasal 2 huruf d Tahun Anggaran 2O1O memuat informasi baik

secara kuantitatif rnaupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

BAB III

Pertangungiawaban Pelaksanaan APBD

Pertanggungiawaban

dimaksud pada Pasal

Daerah ini, terdiri dari

a. Lampiran I

Lampiran I.1

Larnpiran I.2

Lampiran L3

Lampiran I.4

Pasal 8

pelaksanaan APBD sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Realisasi Anggaran menumt

urusarx pemerintahan daerah dan

organisasi;

Ringkasan Realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Ringkasan Realisasi arrggararr belanja

daera-tr menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggararl belanja

daerah menurut keselarasan dan

keterpaduan urusan Pemerintahan

daerah dan fungsi dalam keralgka

pengelolaan keuangan daerah;

Daftar Jumlah Pegawai;

2

Lampiran I.5
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Lampiran L6

Larnpiranl"T

Lampiran I.8

Lampiran i.9

Lampiran I. 10

Lampiran I.11

Lampiran I"l2

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (investasi)

daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan

pengurangan aset tetaP daerah;

Daftar perkiraan Penambahan dan

pengurangan aset lainnYa;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anglgaran berikutnYa;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laPoran keuangan.

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 ayat {21 terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan

Daerah ini
b. Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini'

Pasal 1()

Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan

APBD di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

t2
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BAB III
Ketentuan PenutuP

Pasal 1l

Hal-hat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam

peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksan aagarry a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaP orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 3 llarmbr 2OLl

BUPATI KEPULIIUAN SAI|GIHE,

IV!AI{AGANSA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 
= 

t"ownhr 2OLl

PTh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN I(EPULAUAN SANGIHE,

E.i,,_

MAURITS BERHAflDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2OLL NOMOR 2.


